
BERITADAERAH 

PROVINSIJAWA TENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 81 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 

NOMOR 81 TAHON 2008 

TENTANG 

PENJABARANTUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA 
KERJABADANPERENCANAANPEMBANGUNAN 

DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH 

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA 

GUBERNURJAWATENGAH, 

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 
59 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan 
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Mengingat 
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Gubemur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi 
Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pem-bentukanProvinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran NegaraRepubliklndonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tam.bahanLembaranNegaraRepublik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat 
danPemerintahDaerah(LembaranNegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); , 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyeleng-garaanPemerintabanDaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintaban Daerah K.abupaten/K.ota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tam.bahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (LembaranDaerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 8); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
lnspektorat, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
13); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN, 
PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI 
DANTATAKERJABADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNANDAERAHPROVINSIJAWA 
1ENGAH. 

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubenurini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalahPemerintahProvinsi Jawa Tengah. 

3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

4. Gubernur adalah Gubemur Jawa Tengah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yangselanjutnya 
disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

7. Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan 
PembangunanDaerahProvinsi Jawa Tengah. 

8. Unit PelaksanaTeknis Badan yang selanjutnya disebutUPTB 
adalah UnitPelaksana Teknis Badan yangmelaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang 
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/ 
kota. 
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BAB II 
PENJABARAN TU GAS PO KOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
BAPPEDA 

Pasal2 

BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan 
daerah dan statistik. 

Pasal 3 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, BAPPEDA mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebij akan teknis perencanaan dan statistik; 

b. pengk:oordinasan penyusunan perencanaan pembangunan dan 
statistik; 

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang 
kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan dan 
kependudukan, infrastruktur dan pembangunan wilayah serta 
pelaksanaan statistik lingkup provinsi dan kabupaten/kota; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan 
pembangunan dan statistik; 

e. pelaksanaan kesekretariatan BAPPEDA; 

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 
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Bagian Kedua 
Kepala BAPPEDA 

Pasa14 

Kepala BAPPEDA memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

Pasa15 

(1) Kepala BAPPEDA, membawahkan: 

a. Sekretariat; 

b. BidangKesejahteraanRakyat; 

c. Bidang Perekonomian; 
d. Bidang PemerintahanDanKependudukan; 
e. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wtlayah; 

f UP1B; 
g. Kelompok JabatanFungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepadaKepala BAPPEDA. 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bi dang yang berada di 
bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA. 

(4) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepadaKepalaBAPPEDA. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai 
ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala 
BAPPEDA. 
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Bagian Ketiga 
Sekretariat 

Pasal6 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 
secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
program, keuangan, umum dankepegawaian. 

Pasal 7 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan admini-strasi, dan pelaksanaan di bi dang program; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bi dang umum dan 
kepegawaian; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal8 
(1) Sekretariat, membawahkan: 

a. Subbagian Program; 
b. Subbagian Keuangan; 
c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian. 

483 



(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasa19 

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bah.an 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bi dang program, meliputi : koordinasi perencanaan, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi 
di lingkunganBAPPEDA. 

Pasal 10 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bi dang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, 
verifikasi, pembuku-an clan akuntansi di lingkungan BAPPEDA. 

Pasal 11 
Sub Bagian Umum danKepegawaianmempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, 
meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, 
organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan di lingkungan BAPPEDA. 

Bagian Keempat 
Bidang Kesejahteraan Rakyat · 

Pasal 12 

Bidang Kesejahteraan "Rakyat mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, 
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fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan 
di bidang pendidikan clan mental spiritual clan kesejahteraan sosial. 

Pasal 13 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pengkoordinasan, 

pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan 
perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan mental 
spiritual; 

b. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pengkoordinasan, 
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan 
perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 14 
(1) Bidang KesejahteraanRakyat, membawahkan: 

a. Subbidang Pendidikan Dan Mental Spiritual; 
b. Subbidang Kesejahteraan Sosial. 

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
berada di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Kesejahteraan Rakyat. 

Pasal 15 
Subbidang Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas 
penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan 
mental spiritual, meliputi : urusan bidang pendidikan, kepemudaan dan 
olahraga, kebudayaan, perpustakaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, 
danagama. 
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Pasal 16 

Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, 
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan 
pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, meliputi : urusan bidang 
kesebatan clan sosial. 

Bagian Kellina 
Bidang Perekonomian 

Pasal 17 
, 

Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusankebijakan teknis, pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan 
pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang 
sumber daya alam clan pertanian, clan ekonomi, keuangan, industri dan 
perdagangan. 

Pasal 18 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, Bidang Perekonomian mempunyai fimgsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, 
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan 
perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan 
pertanian; 

b. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pengkoordinasan, 
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusun� 
perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, keuangan industri 
dan perdagangan; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala BAPPEDA 
sesuai dengan tugas clan fungsinya 
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Pasal 19 

(1) BiclangPerekonomian, membawahkan: 
a. Subbidang Sumber DayaAlam Dan Pertanian; 

b. Subbidang Ekonomi, Keuangan, Industri Dan Perdagangan. 

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Perekonomian. 

Pasal 20 

Subbidang Sum.her Daya Alam Dan Pertanian mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas 
penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sum.her daya alam 
dan pertanian meliputi : urusan bi dang ketahanan pangan, pertanian, 
perkebunan, petemakan, kehutanan, pertambangan, serta kelautan dan 
perikanan. 

Pasal 21 

SubbidangEkonomi, Keuangan, Industri DanPerdaganganmempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas 
penyusunan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, keuangan, 
industri dan perdagangan, meliputi : urusan bidangkoperasi dan UMKM, 
industri clan perdagangan, pariwisata, peanaman modal, BUMD, serta 
keuangan daerah. 

Bagian Kelima 
Bidang Pemerintahan Dan Kependudukan 

Pasal22 

Bidang Pemerintahan Dan Kependudukan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 
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pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas 
penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan 
pemberdayaan perdesaan, kependudukan dan keluarga berencana. 

Pasal23 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22, Bidang PemerintahanDanKependudukanmempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasan, 
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan 
perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan 
pemberdayaan desa; ' 

b. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pengkoordinasan, 
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan 
perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dankeluarga 
berencana; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala BAPPEDA 
sesuai dengan tugas clan fungsinya 

Pasal24 

(1) Bidang PemerintahanDanKependudukan, membawahkan: 

a. Subbidang PemerintahanDan Pemberdayaan Perdesaan; 

b. Subbidang Kependudukan Dan Keluarga Berencana. 

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepalaBidang 
Pemerintahan Dan Kependudukan. 

Pasal 25 

Subbidang Pemerintahan DanPemberdayaan Perdesaan mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas 
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penyusunan perencanaan pembangunan di bi dang pemerintahan dan 
pemberdayaan perdesaan, meliputi : urusan bidang komunikasi dan 
informatika, kesatuan bangsa clan poltik dalam negeri, otonomi daerah, 
pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, 
statistik, perpustakaan dan kearsipan, serta pemberdayaan masyarakat 
dandesa. 

Pasal26 
Subidang Kependudukan Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pengkoordinasan, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas 
penyusunan perencanaan pembangunan di biclang kependudukan clan 
keluarga berencana meliputi : urusan bidang kependudukan dan catatan 
sipil, ketenagakerjaan clan ketransmigrasian, pemberdayaan perempuan 
clan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 

Bagian Ketujuh 
Bidang lnfrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 

Pasal27 
Bidang lnfrastruktur Dan Pengembangan Wtlayahmempunyai tugas 
melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, 
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan 
pembangunan di bidang infrastruktur, clan pengembangan wilayah. 

Pasa128 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27, Biclang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah mempunyai 
fimgsi; 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, 
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan 
perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur; 
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b. penyiapan bahan perumusankebijakanteknis, pengkoordinasian, 
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan 
perencana-an pembangunan di bidang pengembangan wilayah. 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala BAPPEDA 
sesuai dengan tugas dan fimgsinya. 

Pasal29 

(1) Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah, 
membawahkan: 

a. Seksi lnfrastruktur; 

b. SeksiPengembangan Wtlayah. 

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
lnfrastruktur DanPengembangan Wtlayah. 

Pasa130 

Subbidang lnfrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi 
dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunandi bidang 
infrastruktur, meliputi : urusan bidang bina marga dan pengairan, 
perlmbungan dan telekomunikasi serta energi dan sumber daya mineral. 

Pasal31 

Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, 
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan 
pembangunan di bidang pengembangan wilayah, meliputi: urusan bidang 
cipta karya dan penataan ruang, perumahan rakyat, pertanahan, dan 
lingkunganhidup. 
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Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal32 
Kelompok JabatanFungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan 
Pungsional masing-masing berdasarkan peraturan penmdang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal33 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya 

(2) Jumlah J abatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis danjenjang JabatanFungsional sebagaimanadimaksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

( 4) Pembinaan terbadap PejabatFungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BABIII 
TATAKERJA 

Pasal34 
Kepala BAPPEDA, Sekretaris, KepalaBidang, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Gubernur. 

Pasal35 
Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan 

491 



prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

Pasal36 
Dalam meJaksanakan tugasnya, KepalaBAPPEDA, Sekretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, clanPejabat Fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi clan sinkronisasi secara 
vertikal maupunhorisontal baikke dalammaupunantarsatuan organisasi 
dalain lingkunganPemerintahanDaerah serta instansi Jain sesuai dengan 
tugas pokoknyamasing-masing. 

Pasa137 

(I) Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian, clanKepalaSubbidallgpadaBAPPEDA bertanggung 
jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan clan memberikan 
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannyamasing-masing. 

(2) Kepala BAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian, dan Kepala Subbidang wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk-petunjuk clan bertanggungjawab pada atasan 
masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada 
waktunya. 

(3) Dalam menyampaikan laporanmasing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi 
lain di lingkungan.BAPPEDA yang secarafungsional mempunyai 
hubungankerja 

( 4) Setiap laporan yang diterima olehKepalaBAPPEDA, Sekretaris, 
' Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari 

bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. · 
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Pasal38 
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan 
PejabatFungsionalmenyampaikanlaporankepadaKepalaBAPPEDA 
dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala 
Kepala BAPPEDA kepada Gubemur melalui Sekda 

BAB IV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal39 
Jenjangjabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang berlaku. 

Pasal40 
KepalaBAPPEDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Badan, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Ketua 
KelompokJabatanFungsional di lingkunganBAPPEDA diangkat clan 
dibementikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan penmdang­ 
undangan yang berlalru. 

BABV 
KETENTUANLAIN-LAIN 

Pasal41 
Bagan Organisasi BAPPEDA sebagaimana tereantum dalam Lampiran 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

BAB VI 
PENUTUP 

Pasal42 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala BAPPEDA. 
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Pasal 43 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 31 Juli 2008 
GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

ALIMUFIZ 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 31 Juli 2008 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 

ttd 

HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR 81 
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BAGAN ORGANISASI 
SADAN PERENCANMN PEMBANGUNAN DAERAH 

PROVINS! JAWA TENGAH 

KEPALA 

LAMPI RAN 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 11 TAHUN 2001 
TANGGAL 31 JULI 2008 

SEKRET ARIA T 

SUB BAO -BAG SUS BAG 
UMUMDNI PROGRAM KEUANOAN - 

KELOMPOK BIOANG Bl DANG Bl DANG 
JABATAN KESEJAHTERMN BIDANG l'EMERINTAHAN DAN INFRASTRUKTUR DAN 

FUNOSIONAL RAKYAT PEREKONOMIAN KEPENDUDUKAN PENGEMBANGAN 
WILAYAH 

8lJBIIIONjG SUBBIDANO 8Ull8IIWIG 
PENlllOIKAN DNI 8\M8ER DAYA t,I.NA PEMEIUNTNWj DN1 IIUll8IIWIG 

MEHT AL IIPIIUTUAL DNIPERTANAN PMBEROAYMN INflWITRUKlUR 
PERDESMN 

IIUIIIIIDANO BUB Bl DANO 8UIIIIIOANO 8UIIIIIDANO 
KESEJAHTEIMN EKONOMI, KELWIOAN, l<EPENllUDUKAN Pl!NGEMBANGAN 

BOSIAL INOUSTRI DAN DAN KELUARGA WIV,YAH PERDAOANGAN BERENCANA 

� co 
01 

UPT GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ltd 

ALIMUFIZ 


